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• Pcninjauan kc111bal1 dalam perkara pidana mcrupakan sua1u upaya hukum 
luar b1asa yang mendapa1 penga1urannya dalam pasal 21 Undang-undang No 4 
Tahun 2004 dan dalam KUHAP pada Bab XIII yang d1mulai dan pasal 263 s/d 
269. Meninjau kembah dftlam konteks proses penyelesaian perkara tingkat upaya 
hukum luar biasa dapat d1anikan dengan mehha1 atau mengamau. apakah hal-bal 
tenentu dirumuskan secara konkret oleh undang-undang dapat d1Jwnpai atau cidak 
dalam ura1an alasan-alasan yang dijadikan dasar perrnintaan penmjauan kembali 
yang bersangkutan Undang-undang membenkan batasan terhadap penmjauan 
kembah, dimana peninJauan kembali yang mempakan upaya hukum luar biasa 
banya dapat diajukan kembali atas putusan � ang 1elah memperoleh kekuatan 
hukum letap hanya dapal dilakukan saru kali saja 

Namun dalam kenyaraannya pelaksanaan penmjaun kembali ini dapat 
d1aJ1ik1U1 lebih dari satu kali, dimana Pengadilan m :nerima peninjauan kembali 
yang dia.1ukan oleh terpidana Ayodya Prasad Chaubey dan meneruskan 
pennohonan peninjawtn Kcmbali tersebut kepada Mahkamah Agung R.l. 
j'.)el:le!1t1an mi mencoba melihat apa yang mcnJadi dasar larar belakang terpidana 
menga1ukan pentnJauan kembali, dan apa yang menjad1 dasar penimbangan 
Pengad1lan menemna penmjauan kembali yang kedua kalinya olch terpidana 

- Penelnian ini bersifat dcskripuf. memperhhatkan terdapatn)·a penyimpangan 
remadap Undang-undang d1mana tata undang-undang dikesampingkan oleh 
p:::igaruran adminrstrasi yang diterapkan oleh Pengad1lan Negeri Medan 

D�ngan dttenmanya pemnjauan kembah untuk yang kedua kalmya tidak 
dibenarkan dan benemangan dengan KUHAP. Dalam KUHAP seadiri 
men1elaskan bahwa peninjauan kem!Jali hanya dapat d1lakukan satu kali dan 
da.Lam keadaan luar brase Dengan adanya penyimpangan mi tergarnbar bahwa . 
Hcl.11m Acara Pidana k1ta masih belum dapat memenuhi hukum yang ada dalam 
masyarakat dan belum maksimal menarnpung aspirasi hukwn yang h idup dan 
�embang dalam masyarakat. Sehingga dapat d.isimpulkan bahwa peninjauan 
lembah yang kedua kali udak dapat dibenarkan karena benemangan dengan pasal 
!6S KUHAP yang menyatakan bahwa perunjauan kembali hanye dapat dilakukan 
S3Ill kah dan dengan diterimanya peninjauan kembah oleh pengadilan jelas 
� suatu penyimpanan yang dapat menimbulkan presedcn buruk dan 
c�.isak tataoan hukum 
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